dibenarkan pula oleh atasan: terdakwa; lagl pula tidak merugikan Negara,

i

Hukum Pidana,
1.'£e_rbypran -mendepositokan uang Perusahaan Negarg (PN.) dalam
bankreké_nhxgi?:_—N.’_ yang bersangkutan pada Bank Pemerintah, tidak me-
rugakan. penggelapan/tindak pidana korupsi, kareng ugng tersebut tidak
menjadi- hilang atau  terlepas dart kekuasaan terdakwa sebagal Direktur
Utama PN, tersebut.. - —_ o L
2. Karena' perbuatan-perbuatan sepert! dituduhkan kepada terdakwa
mempakan tindakan-tindakan kebtjaksanaan dalam mengelola uang P.N,
yang menguntungkan-P.N., serta sesual' dengan program ‘kerja PN, dan

~ kepentingan umum terlayani. dan terdakwa pribadi fidak mendapat untung,
. maka perbuaten’ terdakwa kehllangan  sifat melawan hukumnya.

3. Pemungutan- discount oleh P.N. terhadap para rekanan/penjual
barang, yang diperuntukkan ‘bagi kescjahteragn pegawai, karenz merupa-
kan "zakat" atau 'retourcommissie” dari penjual yang sebelumnya telah
diserufui dalam perjanflan jual-beli, maka merupakan sugtu kewafiban
bagi penfual untuk melaksarnakannya, sehingga tidak memenuld unsur
“seolah-olah suatu kewajiban” dari tindak pidana pemerasan dalam jabatan
(knevelary)/tindak vidana korupsi,

Putusan Mahkamah Agung: tg. 17-10-1973 No. 97 K/Kr/1973,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAEH AGUNG

mengadili perkara pidans dalam tingkat kasau telah mengambil putusan sebagai
berikut:

*  Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bandung tanggal 30 Desember1970
No. 23/1970 Pidana, dalem putusan mana tertuduh: :

sabar Soediman bin Hadiprodjo, vmur kira-kira SI tahun, dilshirkan di
Kedirl (Jawa Timur), bertempat tinggal di Jalan Dr. Saleh No. 10 Bandung,
pekerjaan Anggeuta Staf Ditjen Postel Departemen Perhubungan/Ex, Di-
rektur Utama P.N, Telekoraunikasi;

tertuntut kasasi (berada di dalum tahanan sejak tanggal 19 Mel 1970);

yang disjukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:
Pertama:

"bahwa ia tertuduh selaku Direktur Utuma P.N. Telekomunikasi Pusat di

£
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Bandung ‘(Dirmatel), berdasarkan surat keputusin Menteri Perhubungan tanggal
7 Aprl 1967 No. P.37/19/5/Phb, ataupun’ sebagal orang yang diwajibkan
seterusnya ‘atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjazn umum,
setidak-tidaknya sebagai Pegawni Negeri'dengan'cam'beragms-samg bersekutu
sat sama lain dengan sakel Surianegars yang menjabat sebagai Direktur. keu-
angan P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung (Dirkutel), atau secara sendiri.
sendiri atau bertindak untuk dirinya sendi, pada waktu-waktu yang tidak
dapat ditentukan lsgl dengan pasii pada bulan Agustus s/d Oktober 1968,
padu bulan Maret 1969 s/d Maret 1970, atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam . tahun 1968, 1969, 1970, di Kantor P.N. Telekomunikasi Pusat
di Bandung, -utaupun setidek-tidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih
termasuk - daerah hukum ' Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja telah
memiliki dengan melawan hukum uang sejumlah Rp. 250.000.000,—  (Dua
ratus lima puluh juta rupiah) ataupun kurang ‘ataupun lebih dari jumlah itu,
yang seluruhnya atau sebagiannya dalah vang exploitasi milik " P.N. ‘Teleko-
munikasi- Pusat, setidak-tidaknya bukan milik ‘tertuduh yaltu dengan cara men-
depositokan atau membiarkan, atau memberi kesempatan didepositokan_oleh
saksi Surisnegara selaku Dirkutel ‘ataumun orang lain, uang exploitasi sejumlah

Rp.-250.000.000,~ (dus ratus lima puluh suta rupiah), tersebut yaitu sejumlah
Rp. 100.000.000,— (seratus juta rupiah) pada bank Exim" Cabang Bandung,-

sejumlah Rp. 100.000.000,— (Seratus iuta rupiah), pada BM.I. 1946 ‘Bandung,
dan sejumlsh Rp. 50.000.000,— (lima pulih juta rupiah) lagi pada Bank Exim
Jakarta padahal sebenarnya uang exploitasi yang didepositokan - tersebut me-
nurut  Anggaran- Belanja routine seharusnya adalah’ dipergunakan untik pemn-
bayaran kepada Siemens dan untuk pembayaran pembangunan _proyek (geduny)
Telekomunikasi di Jogja (Jawa Tengah); LT

dan uang exploitasi tersebut ada pada kekua’saa'n_:_teri‘udﬁh:i:idd}a}_i:k:_ir'_éﬁi: jabatan |
atau. pekerjian - tertuduh terssbut di'atas, atau setidak-tidaknya  bukan karena .

kejahatan®. ot

Meclanggar pasal 55 (1) jo pasal 56 (1) jo pasil 415, K.UHP. jo pasal 1
sub. ¢ jo pasal 24 (1) Perpu No. 24 tahun 1960 jo Un'da'_nglUndang No. 1" ta-

hun i961. ..
Subsidisir: :

"bahwa -ia tertuduh selaku Direktur Utama P.N. Telekomunikasi ‘Pusat ' di
Bandung *(Dirmatel), berdasarkan surat Keputusan Mentei ‘Perhubungan tanggal
7 April 1967 No. P.37/19/5/Phb. aiaupun ‘sebagai orang yung diwajibkan”
untuk seterusnya, atau untuk sementora wakiu menjalankan sestiatu’ pekérjaan

umum, setidak-tideknya sebagai pegawai Negeri, dengan cara bersama-sama
bersekutu satu fama lain dengan saksi Surianegara yang menjabat -sebagai Dj-

rektur Keuangan P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung (Dirkutel), atau secara -
sendiri-sendirl atau bertinidak untuk dirinya sendir, ‘pada waktu-waktu . day
tempat-tempat tersebut dalam tuduhan pertama Primair ‘di atas 'dengan‘sengaja
telah .melakukan perbuatan-perbuatan s¢bagaimana yang:telah diuraikad dalam

J-“l_
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tuduhan primair- di atas, sedangkan perbuatan-perbuatan tersebut tidak selesai
adalah’ Larena’ yang berwajib telah mencegahnya, ataupun setidak-tidaknya ada-
lah' karena hal-hal yang terletak di luar kemauan tertuduh!: e
" ‘Melanggar pasal 53 (1) jo pasal 55 (1) jo pasal 56 (1) jo pasal " 514
K.U.HP. jo pasal 1 sub C jo pasal 24 (1) Perpu No. 24 tahun 1960 jo -Undang-
Undang No. 1 tahun 1961. : ‘ - o e

"Kedua: = , BRI
"bahwa ja tertuduh selaku Direktur Utama P.N. Telekomunikasi - Pusat - di
Bandung . (Dirmatel), berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal
T April 1967 No. P.37/19/5/Phb., ataupun . sebagai orang yang: diwajibkan
urituk seterusnya stau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaannya umum,
setidak-tidaknya sebagai pegawai Negeri, dengan cara bersama-ama bersekutu
satu sama lain dengan saksi Surianegara yang menjabat sebagai Direktur. Ke-
uangan P.N, Telekomunikasi Pusat di Bandung (Dirkutel) ataupun -secara’ sen-
diri-sendiri ataw bertindak untuk dirinya sendiri, . pada ‘waktu-wakiu .dan tem-
pat-tempat - seperti tersebut dalam tuduhan pertama di atas,. dengan - sengaja
telah memiliki dengan melawan hukum uang sejumlah Rp. 241,672.207.75 -
(Dua’ ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua-ribu dua, ratus
tujuli rupiah tujuh puluh lima sen), yang merupakan pendapat perusahaan. yang
terdiri dari hasil discount sejumlah Rp.. 23.067.463,62 (dua :puluh ‘tiga juta
enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah enam-puluh:dua
sen), bunga deposito sejumlah Rp. 128.087.833,33 (Seratus dua puluh delapan
juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh . tiga: ruplah . tiga- puluh
tiga sen), jass Giro Rp. 90.516.910,80 (Sembilan puluh jutd lima ratus.s e
nam belas ribu sembilan ratus sepuluh rupish delapan puluh: sen) .atau kurang
ataupun lebih dari jumlah tersebut yang seluruhnya atau sebahagiannys adalah
merupakan hasil pendapatan perusahaan dari uang exploitasi - P.N,: Teleko-
munikasi jadi adalah milik P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung, -setidak-
tidaknya bukan milik tertudun yaitu dengan cara: - . Ceden L
1. Tidak memasukkan pendapatan perusahaan yang terdiri dari hasil discount,
bunga deposito dan jasa Giro tersebut ke dalam klasifikasi pendapaandalam
R.A.B. Perusahaan. padahal scharusnya pendapatan-pendapatan peruzshaan ter-
sebut dimasukkan ke dalam klasifikasi atau pos-pos: pendapatan dalam’ RAB.
Perusahaan karena pendapatan Perusshaan tersebut adalsh “‘berasal " dari*tang
exploitasi. perusahaan yang. dibelanjekan, yang didepositokan’ dan yang- diglro-

kan., - :
2. Kernudian ja - tertuduh menggunakan atau = membiarkan’ atad’“m
l?

kan untuk-digunakan oleh saksi Surianegira selaku Dirkitel st ‘olel
annya ataupun.oleh orang’liin, uang pendapatan perusshaan’térsebi 7
leluasa, -kepada tujuan lain di luar proyek yang telah’ diatur” dalam “RIAB,
Perusahgan’ dar di antaranya yang - telah 1r1erupak'aﬁ'’ken'j.ra'ttifimd-\ia_fflﬁhng ejuriilah
Rp. 14.224.825,-- (Empat belas juta dua ratus dua puluh empat tibii ‘delapan




29

8. Dititipkan/dibungakan kepada C.V. Toyota motor Rp..6.000.000,— (Enam

juta rupiah). T R :
- “b, Bantuan ‘modal  Yayasan Pribadi yaity Yastel sejumlah Rp. 1.500.000,--

ratus"(‘-l'ua puluh lima rupiah) telah digunakan antara lain sebagai berikut:

(Satu juta lma ratus ribu ripiah), T T T ST
c. Untuk beli pakaian dinas sejumiah Rp. 99.825,~ (Sembilan puluh sem- -
bilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), . - . Lol
- d. Sumbangan kepada Kepala Bagian Transmigrasi Ssudara Dachlan sejum-
lah ‘Rp. 125.000,— (Seratus dua puluh lima ribu rupish), .. .
e. Untuk Dirjen Postel sejumlah Rp. 6.500.000,— (Enam juta lima ratus ribu
rupiah). | | L
f. Dan lainlain penggunasn yang tidak diator dalam pos-pos K.AB., Peru--
sahaan dan uang pendapatan perusahaan yang berupa’ hasil discount, bunga
deposito, jasa Giro tersebut ada dalam kekuasaan tertuduh adalah . karena
jabatan atau pekerjaan tertuduh {ersebut di atas, setidak-tidaknya bukanlzh
karena kejahatan”, T AT P
 Melanggar pasal 55 (1) jo pasal 56 (1) jo pasal 415 K.U.HP. jo pasal 1 -
sub ¢'jo pasal 24 (1) Perpu No. 24 tahun 1960 jo Undang-Undang No. 1 tahun
1961, ' - o '
“bahwa fa_tertudub selaku Dircktur Utama P.N. Telekomunikasi' . Pusat
di Bandung (Dirmatel), berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan  fang:
gl 7 April 1967 No. P.37/19/5/Phb. ataupun sebagar orang yang‘diwajibkan -
untuk seterusnya atau untuk sementara wakin menjalankan pekerjaan Uy am,
setidak-tidalnya sebagai pegawai Negeri, dengan cara bersama-sama' bersskutu
setu sama lain dengan saksi Surianegara yang ‘menjabat - scoagal Direktur Ke- -
vangan P.N. Telekomunikasi Pusat di Bandung ‘(Dirkutel) ataupun secara sen-
diri-sendiri atau bertindak untuk. dirinya . senairi, puda wakiv-wakti dan {ern-
pat-tempat tersebut dalam tuduhan kedua primair di atas dengan sengaja telah
melakukan perbuatan-perbuatan sebagai mana - yang ‘telah divraikan . dalam
tuduhan kedua primair di atas, sedangk.n perbuatai-perbuatan’ tersebut ‘tidak
selesai adalsh karena yang berwajib telah- mencegahnya,” ataupunsetidak-tidak-
nya adalah karena hal-hal:yang terletak di luarkerauan- tertuduh™ "
Melanggar pasal 55 (1) jo pasal 55 (1}-jo pasal 56 (1) jo pasal 415K.URP.
jo.pasal 1 sub ¢ jo pasal 24 (1) Perpu No. 24 tahun 1960 jo.-Undang-Undang
YK€ tigas: . . 7 o T E
 ;sbahwa ia tertuduh, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama P.N. Tele-
komunikasi Pusat di Bandurig’ (Dirmatel), betdasarkan ‘surat Keputusan dari.
“Menteri Perhubungan tertanggal 7 April 1967 No. P.37/19/5/Phb. “ataupun
sebagai - orang - yang * diwajibkan -untuk seterumya . ataupun -untuk sementara
wakt menjalankan sesuatu * pekerjaan - umum; -setidak-tidaknyaissbagal pegiwal-.
Negeri, ‘denpafi~ears bersama-sama ‘bersekutu satu sema lsin’ dengan’ Direktur
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Keuangan P.N. Telekomunikasi (ssksi RM.A. Suclanegara) dan Direktur - Per-
lengkapan - P.N. Telekomunikast (saksi Ir. Rolin) ateupun sendiri-sendiri atau
bertindak' untuk dirinya sendiri, dalam melaksanakan tugasnya tersebut di
atas  pada’ waktu-waktu''dan tempat tersobut dalam tuduhan - pertama. dan
kedua di atas,.telah menagih, atau menerima #esuatu atan menehan dari se-
suatuy pembayaran,” seolah-olah” harus dibayar kepada Kas P.N. " Telekomuni-
kasi atau kepada pegawai-pegawai P.N. Telekoraunikasi sobagai dana kesejah-
teraan yaitu tertuduh bersams-sama dengan saksl-saksi tersebut di atas, telah
menagih dan atau menerima atau menahan darl harga barang-barang yang
.. oleh leveransir-leveransir jual kepada P.N. Telekomunikasi, yang disebut uang
" discoant, yaitu sebagai potongan harga ataupun sebagaf potongan rabat -atau
 dan seolah-olash pembayaran discount tersebut  diharuskan, sedang tertuduly
* ketahui bahwa pengadaan discount, dan sekalian lal-hal tersebut di atas, bu-
kanlzh termasuk hutang bagi leveransir-leveransir barang tersebut, dan bukan
pulz suatu hal yang diharuskan dengan syah”. :
Melanggar pasal 55 (1) jo pasal 56 (1) jo pesal 425-ke 1 dan ke'2 K.U.H.P.
jo pasal sub ¢ jo pasal 24 darl Perpu No. 24 tahun 1960 jo Undang-Undang
No. I tahun 1961, = -~ ' :

dengan memperhatikan pasal 415 dan pasal 425 K.U.H.P. jo. Undang-Undang
Pemberantasan Korupsi juga pasal 65 FLU.H.P. serta pasal-pasal H.LR, yang
bersangkutan, - telah - dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercan-
tum: dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya: berbu-
nyi.sebagai berikut: . - : .

Menyatakan. terdakwa: Sabar Soediman bin Hadiprodjo, yang tersebut di

atas ini, bersalah tentang kejahatan :
-"korupsi dilakukan berturut-turut”; L

Menghukum . ia ‘oleh karena itu.dengan hukumsn penjara selama 4 (empat).
tahun; . . o : ' ' , .
Menghukumnya pula.untuk membayar biaya perkara ini; R
. Menetapkan' bahwa . pada - waktu menjalankan keputusan ini lamanya. ter-
*"hukum ada dalam tahanan. sebelum keputusan ini menjadi tetap, akan dikurang-
"kan' segenapnya dari hukuman yang telah- dijatuhkan iy
"' Mempertahankan. perintah’ tahanan sementara tethadap . terdakwa;
- Memerintahkan supaya :barang bukti berupa: B

LA

107 batang kayu jati dengan jumlsh meter 92,39,M2, uang kassebesuRp
1012471,— saldo bunga pinjamsn dari C.V. Toyota; uang kas .scbesar Rp.
52.599.250,~ dan Rp, 233.073.633,72 dirampas; . : o

- Mengembalikan barang bukti berupa buku-buku dan ';urat'-;su'r_'a_t_;:,kqu(‘i}g" P'N
Telekomuntkasiy R ity

q ¥ S
S

 putusen mana daiam pemeriksean pada tingkat banding telah dibatalkiiiclel

Pengadilan: Tinggi di- Bandung’ dengan putusannya tanggal -19- Ja 972 .
No. 30/1971/Pid/PT.B. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: i o
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Menerima. permohonan banding dsri terdakwa Sabar Sosdiman bin Hadi.
prodjo -dan Jakss torsebut,
.- :Mombatalkan putusan Pengadilan Negeri Bendung tanggal 30 Desember1970
nomor 23/1970 Pidana yang dimohonkan banding: o
‘Mengadili sendirl: -

- Mengenal tuduhan pertams dan kedua: - ST e e
Menyatakan, bahwa meskipun ‘perbuatan-perbuatan yang dituduhikan keépsda
nys . terbuktl dengan sah dan  meyaidnkan, -aken: tetapl * perbuatan.perbustan
tersebut bukan merupakan kejahatar maupun’ pelanggeran: pidana, .
Melepaskan terdakws oleh Karénanys dari segala tuntutan hukum, ¢
Memerintahkan, agar terdakwa segera dibebaskan: darl -tahanan - sementara,
kecuali apatila berdasarkan alssan lain vang sah harus tetap berada dalam  ta
hanan, - ‘ . - S
Mengadili tuduhan ketiga: . _ R o
Menyatakan, behws kesalehan -terdakwa atas perbuatan yang - dituduhkan
kepadanys ‘tidak terbukti dangan ssh dan meyakinkan,
Membebaskan terdakws oleh karenanys dar! tuduhan terssbut. S
Memerintahkan, agar terdakwa sepera dibsbaskan darl tshanan sementars,
kecuall apabila berdaserkan slasan lain yang sah harus tetap berada dalam
tahanan, . . ' e o .
Menetapkan, bshwa biayablaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat
banding ditanggung oleh Negara. T B
Memerintehkan, agar semua barang-barang bukti yang disjukan dalam perl:ara
ini berupa: 107 batang kayu jati dengan Jumish meter 92,39 ‘M3, uang cash se
sebesar Rp. 1.012.471,~ saldo pinjaman darj C.V.Toyots, - R
uang cash sebesar Rp. 233.073.633,72 dan "Rp. 525.992,50 dikembalikan
kepada P.N. Telékomunikasi (sekarang . Perum. Telekomunikasi) kecuali apabi-
la diperlukan dalam perkara ini. e .

Mengingat akan akta tentang penunfuten kasasi No, 23/1970 Pid. yang di-
buat olesh Panitera pada Pengadilan Megeri di Bandung yang menerangkan
bahwa pada tanggal 16 Agustus 1972 Kepala Kejaksaan Neger I di Bandung
telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi ter-
sebut; : : o o

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal ‘Bandung, 18 ‘Agustus’ 1972 dari
Kepala Kejaksaan Negeri (I) di Bandunyg sebagai penuntut kasasi yang diterima
di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 29 Agustis 1972;

Memperhatikan pula kontra risalah kasasi tertanggal Bandung, 20 April
1973 darl Bambang S. Wardi S.M. kuasa tertuduh yang diajukan wntok ‘dan
atas nama tertuduh, . berdasarkan surat kussa khusus “tertanggal ‘Bandung, 25
Maret 1972, kontis risalah kasasi mana telah diterima di* kepaniteraan ‘Penga.
dilan Negeri di Bandung pada tanggal 21 Aprl 1973; : '

Mglihat suratsurat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasirkan pasal 70 dari
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 Direksl cq. terdakwa;
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Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang terssbut mulal ber-
laku pada tanggal 6 Jull 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia
{Undang- Undang No. 1 tahun 1950) dinyataken tidak berlaku lagl, namun baik
karena Bab IV darl Undang-Undeng terssbut hanya mengatur kedudukan,
susunan dan kekuasaan Mahkamsh Agung maupun karena Undang-Undang yang
menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasl lebih
lenjut belum ads, muka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari
Undang-Undang tersebut di atas havys ditafsirkan sedemikian, seh_jngga yang
dinyataken tidak berlaku itu bukanleh Undeng-Undang Mahkemah Agung In-
donesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannys, melainkan
khusus mengenal kedudukan, susuusii dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh
kareria mana hal-hal yang mengenal acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu
menggunakan ketentuan-keteniuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung

-Indonesia (Undang-Undang Mo, 1 tehun 1950} tersebut;

Menimbang, bahwa permohonen kasasl ini disjukan oleh Kepala. Kejaklaan

Negerl (1) di Bandung akan tetapl tidak nyata, bahwa Jakss terssbut men.

dapat kuasa khusws dar Jeksa Agung untuk mengajukan permohonsn kamsi
Jabatian, oleh karena mana permohonan kesasi tersebut harus dlanggap sebagal
permohonan kasasl pthak (party camatle); '

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggl tersebut telah diberitahukan
kepada ! penuntut kasael pada tanggal 29 Juli 1972 dan penuntut kasasl telah
mengajukan permohonan kasasi pada tanggel 16 Agustus 1972 serta risalah
kasasinya telah diterima di kepanitersen Pengadiian Negerl di- Bandung pada
tanggal 29 Agustus 1972, dengan demikian permohonan-kasast tersebut beserta
dengan alasen-alasannys telzh diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara
menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasaai tembut formi
dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntit knsas
pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa uang yang didepositokan selama jangka waktu tertentu berad:
dalam penguasaan secara phisik oleh pihak Bank sehinggn pthak Telkom cq.
pihak terdakwa telah tidak dapat menggunakan uvang tersebut setiap saat jike
vang tersebut diperlvkan.

Uang fersebut adalah uang exploitasi yang penggunaannya.. hanyalah untuk
exploitasi perusahaan, sebagaimana diatur dalam R.A.P.B. Perusahaan, jadi ‘sudal
ada besternmingnya dengan didepositokan uang tersebut beraxti menyimpam
dari bestemming tersebut;

2. bahwa penggunaan uang tersebut ditentukan, tiap tahui acl,ambat-lam
batnya 3 bulan sebelum talun buku disusun oleh Direksf, k udian disju
kan ke Mentori Perhubungan untuk disahkan menjadi RAPB rusahaar
jadi tidak benar bestemming uang exploitas P.N. Telkom d uk:
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3. bahwa . berhubung pertanggungan jawab Perusahaan adaleh pertanggungan
jawab - para Direksl, maks dalam mendapositokan uang. sxploitasl minimum
herus dengan persstujuan semua Anggots Dirsksl, sidsng nvatanya hanya di-
lakukan olsh.terdakwa bersama-sama dengan Direksl Keuangan PN. Telkory;

4, hahwe Pengadilan Tinggl dalam mengutlp ‘nstrulisl Waperdam Bldang Eko.
nomi, keuangan dan Perubangunan tanggal § April 1966 No. 1 tahun 1966 tidak
melihat keseluruhsnnys maksud dan intl instrpks! terssbut;

5. bahwa P.N, Telkom belurn psrnab membuat nerrca perusshaen dan belum
perngh mengirimkannys ke Menterd Kiaaagan dan Bsdan Pengawas Keuangan,

apt ying oleh Pengadilan Tinggl disebut neraca hsnya merupskan konsep
belaka;

6. behwa uang hesl] deposite tidak pernsl. dimasukkan ke dalam pembu-
kuen uang exploltas! sohagal pendepsssn Perishaan vanpg vatuk selsnjutnys
cigunakan untuk kepentingan Prrusahuer;

7. bahwa dengan diksluarkannys usng kepada Ditjen Poztel sejumleh tp.
6.500,000,— meka terbukti bahwe P.N. Telkoir telsh dirugiken oleh perbuatan
terdakwa, demiklan pula pinjarmen kepsde CV. Tovota Motor dan sebagainya;

8. bahwa discount dalam kemystasn mwrupulien kewgjlben yang dipaksskan
kepsda para rakanan;

Menimbang, behwa atas keboratun-keberaten terzebut Mahkamah Agung bar-
penaapat:

Mengenai keberatan-keberaton ke—1, 2,3, 4, 5, 6, 7, dan 8:
behwa keberatan-keberatan tersebut semuanys . tidak dapst diterima, karena
Pengadilan Tinggl dalam psrtimbangan dan putusaanya telai tepst;

Menimbang, bahwa berdasarlan nlsszr-alasan terural di atas lagl pula kerena
tidak ternyata, bahwa putusan yudex facti dalam perkara ini bertentangen
dengan hukum danfatau Undang-Indang, maks permohonan kasasl tersebut
harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MEMUTUSIKARK:

Menolak permohonan kasasi dari penurtut-kasasi: Kepala Kejaksaan Negeri
(D) di Bandung tersebui;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepadz Negara, '

Demikiznish diputuskan dalam rapat permusyawaratan pads harl Rabu tang-
gal 17 Oktober 1973 oleh Prof. Subekti 5.1 Ketus, 8ri Widojati Wiratmo
Soekito S.H. dan Busthanul Arifin §H. Hakim-Hakim-Anggota, dan diucap—
kan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 1973 oleh
Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Sri Widojati Wiratmo Soekite S.H. dan
Busthanu! Arifin S.H. Hakim-Hakim-Anpgota, tidak dihadiri oleh Rasaroe’ddin
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S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. M.P, Lestlolo
Panitera-Penggant! Luar Blass, serta tidak dihadiri cleh penuntutkasasl.






